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ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers are any workers or workers who meet the
requirements who will work and be placed in a foreign country. Indonesia is
required to provide protection for workers who carry out their work in a foreign
country. PMI working abroad are vulnerable to experiencing human trafficking,
slavery and forced labor, violence, crimes against human dignity and things that
violate human rights, starting before work, during work and after work.
Therefore, the government'’s role is needed to protect PMI who work abroad. One
of the problems that are often experienced by PMI is social security related to
work accident insurance that is experienced by PMI when working abroad.

In this study the authors used a normative research typology, research
with this normative method was basically research conducted by examining the
internal aspects of positive law and using primary legal materials and secondary
legal materials.

Based on the research results, the government has not implemented the
mandate of Article 42 of the Minister of Manpower Regulation Number 18 of
2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers. As for carrying
out this mandate, the role of the foreign minister is needed due to territorial issues
regarding the absence of a health service office in the placement country which is
embodied in a bilateral agreement between the two countries.

Keywords: social security, Indonesian Migrant Workers, protection
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ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap buruh atau pekerja yang
memenuhi syarat yang akan bekerja dan ditempatkan di negara asing. Indonesia
diharuskan memberi perlindungan terhadap pekerja yang melaksanakan
pekerjaannya di negara asing. PMI yang bekerja di luar negeri rentan mengalami
perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, kejahatan atas
harkat dan martabat manusia serta hal-hal yang melanggar hak asasi manusia mulai
dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Oleh sebab itu dibutuhkan
peran pemerintah untuk melindungi PMI yang bekerja di luar negeri. Salah satu
permasalahan yang sering dialami oleh PMI adalah jaminan sosial terkait jaminan
kecelakaan kerja yang dialami oleh PMI ketike bekerja di luar negeri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipologi penelitian secara
normatif, penelitian dengan metode normatif ini pada dasarnya adalah penelitian
yang dilakukan dengan cara mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dan
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian pemerintah belum melaksanakan amanat Pasal
42 Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran
Indonesia. Adapun untuk melaksanakan amanat tersebut dibutuhkan peran menteri
luar negeri karena permasalahan territorial tentang tidak adanya kantor pelayanan
kesehatan di negara penempatan yang diwujudkan dalam perjanjian bilateral antara
kedua negara.

Kata Kunci: jaminan sosial, Pekerja Migran Indonesia, perlindungan
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